
KPK Pastikan Akan Memeriksa Anies
Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Ka-
sus Pengadaan Tanah Rumah DP 0
Persen
Realitarakyat.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal
mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan  terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon,
Jakarta Timur tahun 2019.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies dilakukan untuk
membuat terang perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp
152,5 miliar tersebut. Hal ini lantaran anggaran pengadaan tanah, termasuk di
Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD
DKI.

“Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD
dki tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang
memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI
mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tenru perlu
dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang,” kata Ketua KPK, Firli
Bahuri saat dikonfirmasi, Senin (12/7/2021).

Firli mengatakan, KPK memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap
secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasakeadilan dan kemanfaatan
bagi masyarakat.

Untuk itu, Firli memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini
dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun
legislatif.

“Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan
legislatif, dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian
negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami
tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK,” tegasnya.

Firli mengatakan, KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup dan kecukupan bukti.
Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap
peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya. Hal ini
dilakukan karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni
kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel,
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proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asaai Manusia.

“Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka
memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke
peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu
KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik,” katanya.

Diketahui dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu
eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles
(YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT
Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM)
bernama Rudy Hartono Iskandar (RHI), serta satu tersangka korporasi PT Adonara
Propertindo (AP).

Dalam perkara ini, KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya
Rp152,5 miliar.

Mulanya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) yang bergerak di bidang properti tanah dan
bangunan mencari tanah di Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank
tanah.

Pada tanggal 4 Maret 2019 Anja Runtuwene bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy
Hartono menawarkan tanah di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada pihak
PDPSJ.

Akan tetapi, saat itu kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik
Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Anja dan Tommy lalu bertemu dengan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus
Boromeus di Yogyakarta, kemudian disepakati ada pembelian tanah di Munjuk dan
disepakati harga tanah adalah Rp2,5 juta permeter sehingga total harga tersebut
Rp104,8 miliar.

Pembelian tanah pada tanggal 25 Maret 2019 langsung perikatan jual beli
sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekitar Rp5
miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih
Carolus Boromeus.

Pelaksanaan serah terima sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan tanah girik
dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus melalui notaris
yang ditunjuk oleh Anja.

Anja, Tommy, dan Rudy lantas menawarkan tanah kepada pihak PDPSJ dengan harga
Rp7,5 juta permeter dengan total Rp315 miliar.



Diduga terjadi negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter
dengan total Rp217 miliar.

Maka, pada tanggal 8 April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta
perjanjian jual beli di hadapan notaris di Kantor PDPSJ antara pihak pembeli
yaitu Yoory Corneles dan pihak penjual yakni Anja Runtuwene dan dilakukan
pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik
Anja pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh
PDPSJ kepada Anja sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh Anja untuk
kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain pembelian
tanah dan pembelian kendaraan mewah.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(ilm)


